SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44 /743 /KPTS/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa PPKD selaku BUD
mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala
Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD;

b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kuasa BUD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menétapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Pejabat yang Diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
Nomor 39);

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaiﬁnana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun



2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi
Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelofa Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 November 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

A. FATONI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:
Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;

Menteri Keuangan R.I di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;
Ketua DPRD Provsu di Medan;

Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara;

Kepala Perangkat Daerah Provsu;

. Kepala KPPN Medan I dan KPPN se-Sumatera Utara;
Pimpinan PT Bank Sumut dan Semua Cabangnya;

. Yang Bersangkutan.

LR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

L
APRI . SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690421 199003 2 003




€00 T €00661 12+06961 ‘dIN
(0/Al) BPNN BWE)() BUIqUId]
IVOHALS TAdV
INOLVA 'V ﬁ

A A TN TR OISR I TR

PN

T FTR R

‘IWN3INH O¥Id VIVddN 3d
eAUuIsy ueduo( rensag ueules

‘VAVLN VIALVINAS INNJAEND *id

yeloe(] JEIULIOWSJ BWEU SBJB JBloep ueurefurd wetraquiad ©103] /usrednqe’|

ueseuesyePw sedn) reAundwow ‘‘(ang) yeleeg wnuy eleyepuag yeloe uesuenoy]
eseny] nye[es ejoy/usjednqes] yersed ueguenoy eulg Sueplg ereday] eurg Suepig eredas] | ‘L

‘yeioep yetse(d

ISeISOAUl  Ueseyesnejeudws/ejopduswl Uep Yeloep guen uejedwouad ueduenay] ueroderod

ueseuesyeow  sedn) reAunduwoux ‘(ang) yeleeg wnuwy() eleyepuag uep Isuejunyy
eseny nyees yeloe ueduenay uelode[od Uep ISUBIUNY Sueprg ereday] Suepig ereday | 9

‘yqeloep Suen uedwifusw P
“nfunyip Sued eAuure] veduenay] edequio neje/uep

sueq ys[0 qgdy uerenpduad uep ueewouad ueeuesyead nNejUBWOW D
‘qgdyv ueqaq seje ueredduy eunsdusd esenyy /ueredduy

eungduag jeqelod ueejuruiiad uedIeseplaq uetelequiad uesnEPW  q

‘(azds)
BUB(] UBINEOUSJ UBIULIdd jeing Iueduejepuelowl Uep UeN}Iqloustd e yelsed
:sesn) reAundwow (qNd) yersed ueereyepuaqIad
wnuw eleyepusag eseny hyees yelde( ueeleyepusqlad gueprg ereday] gueprg ereday | 'S
AVAYVd NVONV.L
VANVL NVONVNE NVVIOTIONAd WVIVA NV.LVEVD NV.LVEVI VINVN ‘'ON
NHNISHIS




